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Abstrak 
 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia 

yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah.(Satryo Pringgo Sejati, 2015) Tenaga kerja Indonesia pada dasarnya membantu memberikan 

deviden terhadap negara, secara tidak langsung TKI memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian 

di Indonesia.(Hidayati, 2013) Hal tersebut terjadi karena TKI turut menyumbang pemasukan devisa dalam 

bentuk remitansi ke Indonesia, dengan adanya remitansi ini secara tidak langsung negara mendapatkan 

keuntungan. Namun banyak kasus hukum maupun kasus-kasus lainnya yang dialami oleh TKI / PMI diluar 

negeri yang sifatnya merugikan TKI / PMI tersebut. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya Negara berperan dan 

bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kesejahteraan TKI / PMI tersebut. Peran dan tanggung 

jawab negara tersebut tidak hanya tertulis dalam isi undang -undang semata-mata, tetapi harus 

diimplementasikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja diluar negeri. Berdasarkan 

kenyataan yang ada ternyata berbagai regulasi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap TKI diluar negeri, 

terdapat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, masalah lainnya adalah bahwa 

kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan TKI harus sering ditinjau ulang, 

karena aturan – aturan negara tujuan kerap berubah sehingga TKI banyak dirugikan akibat kebijakan tersebut. 

Penelitian ini hadir untuk meneliti mengapa perlindungan terhadap TKI masih lemah, apa faktor yang 

menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap TKI, dan bagaimana pandangan islam dalam memberi jaminan 

perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana penelitian normatif dikaji 

menggunakan data pustaka sebagai sumbernya. 
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Abstract 
 

Indonesian Migrant Workers (TKI) or Indonesian Migrant Workers (PMI) are every Indonesian citizen who 

fulfills the requirements to work abroad in an employment relationship for a certain period of time by receiving 

wages. Indonesian workers basically help provide dividends to the country, indirectly TKI have an important 

role in economic growth in Indonesia. This happens because TKI contribute to foreign exchange earnings in the 

form of remittances to Indonesia, with these remittances the country indirectly benefits. However, many legal 

cases and other cases experienced by TKI / PMI abroad are detrimental to the TKI / PMI. Based on these facts, 

the State should play a role and be fully responsible for the safety and welfare of the TKI / PMI. The roles and 

responsibilities of the state are not only written in the contents of the law, but must be implemented in an effort 

to protect the law against migrant workers working abroad. Based on the facts, it turns out that the various 

existing regulations related to the protection of migrant workers abroad, there is overlap between one 

institution and another, another problem is that the agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the destination country for Indonesian migrant workers must be reviewed frequently, because 

state regulations objectives often change so that many TKI lose out as a result of this policy. This research is 

present to examine why protection for migrant workers is still weak, what are the factors that cause weak 

protection for migrant workers, and what is the Islamic view in providing protection guarantees. This study uses 

a normative juridical method, in which normative research is studied using library data as the source. 
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I. PENDAHULUAN 

DalamIPasal 27oayat (2)IUndang-UndangIDasar NegaraIRepublik IndonesiaITahun 1945 

menyatakanibahwai”Tiap-tiapiwarga negaraiberhak atasipekerjaan danipenghidupan yangilayak bagi 

kemanusiaan”.iBerdasarkan bunyiipasal tersebut,ipemerintah berkewajibaniuntuk memberikaniatau 

menyediakanilapangan pekerjaanibagi rakyatnyaiuntuk dapatihidup secarailayak sesuaiidengan batas-

batasikemanusiaan (Hanifah, 2020). HalIini jugaIdisebutkan dalamIpasal 1 ayati(4) UU Nomori39 

TahunI2004 tentangIPenempatan danIPerlindungan TenagaiKerja Indonesiaidi LuariNegeriiyang 

berbunyiI”PerlindunganITKI adalahIsegala upayaiuntuk melindungiikepentingan caloniTKI/TKI 

dalamimewujudkan terjaminnyaipemenuhan haki– haknyaisesuai denganiperaturan perundangi– 

undangan,ibaik sebelum,iselama, maupunisesudahibekerja”. 

Faktaiyang adaiternyata pemerintahibelum mampuPmenyediakan lapanganPkerja bagi 

rakyatnya, sehingga angkaipengangguran selaluitinggi. Meskipunidemikian, pemerintahimemberikan 

kesempatanibagi wargainegaranya untukibekerja diiluar negeri, karena ketidakmampuanipemerintah 

menyerapItenaga kerjaIatau jugaIdikarenakan lapanganIkerja yangimemang minimidi Indonesia. 

Kebijakaniuntuk mengirimitenaga kerjaidi Indonesia, harusnya didahuluiodenganIaturan-aturan 

hukumiuntuk melindungiipekerja Indonesiaiyang beradaidi luarinegeri. Sangatibanyak laporaniyang 

terdataibahwa tenagaikerja bermasalahidenganihukum, misalnyaiterlibat kasusipembunuhaniterhadap 

majikan, penganiayaan yangidialami olehiTKI, gajiiyangibertahun-tahunitak dibayar, penipuan oleh 

agenipenyalur jasaitenagaikerja, pemutusanihubungan kerjaIsebelum masaIperjanjian kerjaIberakhir, 

overstay, dan banyakIproblemilainnya. 

Sekitaro20 WNIImengaku telahIdisekap,Idisiksa, diperbudak,Idan diperjualbelikanidalam 

sindikatimafia penipuanionline yangididuga jaringani’jagal babi’idengan modusimemikatikorbannya 

melaluiihubungan asmara.iInvestigasi BBCosebelumnya mengungkapojaringanoini berbedaodi 

KambojaIyang melibatkanIwarga China.ISementaraIitu, SerikatiBuruh MigraniIndonesiai(SBMI) 

menilaiikasus iniimenjadi modusibaru perdaganganimanusia yang menjadikaniWNI sebagaii”budak” 

diwilayahIkonflik, termpatIyang justruIaman bagiisindikat perdaganganiorang. KementrianiLuar 

NegeriIIndonesia melaporkanIselama satuItahun terakhirItelah menyelamatkanIhampir 500IWNI 

korbanitindak pidanaiperdagangan orangidari jaringanimafia penipuanionline diiAsia Tenggara,iyang 

tersebarOIdi Kamboja,OILaos danOIVietnam.OI(BBC Indonesia,oimelaluioihyperlink 

“http://www.detikNews.com” www.detikNews.com, diaksesitanggal 22iJunii2023). 

Berdasarkaniuraian lataribelakang diiatas, penulisimerasa tertarikiuntuk melakukanipenelitian 

denganIjudul “PerlindunganIHukum TerhadapIWNI YangIMenjadi KorbanIPerbudakan DiILuar 

NegeriiPerspektif HukumiPidanaiIslam” 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah yang dapat menjadi pembahasandalam penulisan ini : 

1. Bagaimanaiperlindungan hukumiterhadap WNIiyang bekerjaidiluarinegeri? 

2. Bagaimanaipandangan islamidalam memberijaminan perlindunganikeamanan kepadaiwarga 

negaranya? 

 

II.  METODE PENELITIAN  

DalamiSesuai denganipermasalahan yangiditeliti, penelitianiini merupakanipenelitianihukum 

(legaloresearch).IIstanto, mengatakanIpenelitian hukumIadalah penelitianIyang diterapkanIatau 

diberlakukanokhusus padaoilmuohukum (Istanto, 2007). SejalanodenganoIstanto, Marzuki 

mengatakanipenelitian hukumiadalah suatuiproses untukimenemukan aturanihukum, prinsipi– prinsip 

hukum,imaupun doktrini– doktrin hukumiguna menjawabiisu – isu hukumiyangidihadapi (Marzuki, 

2005).  

Jenisopenelitian yangodigunakanodalam penulisanoini adalahIpenelitian pustakaI(library 

research).iLibrary researchiberarti penelitianiyang menggunakanidokumen tertulisisebagaiidata, dan 

sumberidata yangidigunakanidalam penelitianiini mencakupibahan hukumiprimer, bahanihukum 

sekunderidan bahanitersier. Bahanihukum primeriadalah bahanihukum yangimengikat atauiyang 

membuatiorang taatihukum, meliputiiproduk hukumiyang menjadiibahan kajianidan produkihukum 

sebagaiialat kritiknya.IBahan hukumIsekunder meliputiIpenjelasan bahanIhukum primerIberupa 

doktrinIpara ahliiyang ditemukanidalamibuku,ijurnal, danidalamiwebsite. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengimplementasian Undang – undang No. 39 Tahun 2004 

TerbitnyaiUndang-UndangiNomor 39iTahun 2004itentang Penempatanidan PerlindunganiTKI 

di LuariNegeri merupakanisalah satuibentuk perlindunganihukum kepadaiTKI yangiseringisekali 

menghadapiOberbagai persoalanPhukum sepertiPkekerasan,Peksploitasi,Pdan perlakuanPyang 

bertentanganIdengan harkatodan martabatIkemanusiaanI(other violatedIhuman dignity).IHal ini 

dinyatakanisecara eksplisitidalamiUndang-undangiNomor 39iTahun 2004isebagaimanaidisebutkan 

padaibagian konsideranimenimbangnyai”bahwaibekerja merupakanihak asasiimanusia yangiwajib 

dijunjungitinggi,idihormati, danidijaminipenegakannya”. (Husni, 2011: 4) 

Pengaturanitentangipenempatanitenagaikerja Indonesiaike luarinegeri adalahiUndang-undang 

No. 39iTahun 2004 TentangiPenempatan DaniPerlindungan TenagaiKerja IndonesiaiDi LuariNegeri. 

Padaikonsideran menimbangihuruf c,id dan e,idisebutkan bahwaitenaga kerjaiIndonesia diiluar negeri 

seringodijadikan obyekoperdaganganpmanusia, termasukpperbudakan danIkerja paksa,Ikorban 

kekerasan,ikesewenang-wenangan,ikejahatan atasiharkat danimartabat manusiaiserta perlakuanilain 

yangimelanggar hakiasasi manusia.iOleh karenaiitu negaraiwajib menjaminidan melindungiihak asasi 

wargainegaranyaiyang bekerjaibaik diidalam maupunidi luarinegeri berdasarkaniprinsipipersamaan 

hak,Pdemokrasi,Pkeadilan sosial,okesetaraan danokeadilan gender,oanti diskriminasiodan anti 

perdaganganimanusia (Astawa, 2006). 

HasiloImpleantasiIUU No.39ITahun 2004Ipada perjalananyaImengalami berbagaiImacam 

persoalan.iDari persoalani– persoalanitersebut terdapatidua persoalaniyang sangatimenonjol yangidi 

antaranyaiadalah KartuiTenaga KerjaiLuar Negerii(KTKLN) yangibelum berfungsiidi LuariNegeri 

daniPeran badanihukum PelaksanaaniPenempatan TenagaiKerja IndonesiaiSwasta (PPTKIS)iyang 

gagalidalam perlindunganiTKI diiluarinegeri. 

 

1. KTKLN yang belum berfungsi di Luar Negeri  

KTKLNIadalah KartuITenaga KerjaILuar Negeri.iKartu iniiberfungsi sebagaiiIdentitas TKI 

sesuaiidengan definisiiyang telahidi terangkanidalam UUiNo.39itahun 2004idalam pasali1 ayati(11) 

yangiberbunyi “KartuiTenaga KerjaiLuar Negeriiyang selanjutnyaidisebut denganiKTKLN adalah 

kartuIidentitas bagiiTKI yangimemenuhi persyaratanidan proseduriuntuk bekerjaidi luarinegeri”. 

KTKLNiadalah asuransiiyang diikelola danidi keluarkanioleh pemerintahiIndonesia sehinggaisetiap 

buruhimigran Indonesiaidi wajibkanimemiliki KTKLNisebagai persyaratanidan proseduriyang sudah 

diIatur olehIUU. Kewajibaniini secarailangsung diiatur dalamiPasal 62iayat (1) “Setiap TKIiyang 

ditempatkanidiluar negeri, wajibimemiliki dokumeniKTKLN yangidikeluarkan olehiPemerintah”. Di 

perkuatijuga olehiKepmenakertrans No.i14/2010, Bab 18,iPasal 64,iAyat (2): yangiberbunyii”Bagi 

TKI yangitelah meyelesaikaniperjanjian kerjaisebagaimana dimaksudipada Ayati(1) daniinginibekerja 

lagiidiluar negeriiwajib memilikiiKTKLN sesuaiiperaturan menteriiini”(Kepmenakertrans, 2010). 

SehinggaiKTKLN adalahidokumen resmiiyang wajibidi milikiioleh setiapiTKI yangibekerja diiluar 

negeri.  

SelainiituiKTKLN jugaiberfungsi sebagaiikartu identitasiTKI selamaimasa penempataniTKI di 

negaraItujuan atauidengan katailain kartuitersebut adalahisalah satuiID yangidi milikiioleh setiap 

buruhimigraniIndonesia.iCara untukimendapatkan kartuitersebut sudahitentu berdasarkaniaturan yang 

sudahodi aturpdi dalampUU yangodi antaranyaoadalah; telahImemenuhi persyaratanIdokumen 

penempatanoTKI dioluar negeri,otelah mengikutiIPembekalan AkhirIPemberangkatan danitelah 

diikutsertakanidalam perlindunganiprogramiasuransi.  

Padaopasal 63oayat (2)IUU no 39Itahun 2004Iitu sendiriImenyebutkan bahwaIketentuan 

mengenaiibentuk, persyaratan,idan tataPcara memperolehPKTKLN diaturplebih lanjutpdengan 

PeraturanIMenteri. SehinggaIdengan adanyaiamanah yangidiIberikan olehiUU iniimaka tataicara 

pembuataniKTKLN di aturioleh PeraturaniKepala Badan NasionaliPenempatan daniPerlindungan 

TenagaOKerja IndonesiaONomor:OPER.04/KA/V2011 yangOmenjelaskan bahwapcalon TKI 

Perseoranganimengajukan permohonanipenerbitan KTKLNikepada BNP2TKIiatau BP3TKIisetempat 

dengan melampirkanipaspor, visaikerja dan perjanjianikerja yang telahiditandatangani olehiPengguna 

daniTKI.iNamun pada perjalanyaiTKI juga harusimenyerahkan buktiipembayaran DP3TKIi(Dana 

PembinaaniPenyelenggaraan PenempataniTenaga KerjaiIndonesia/DanaiPerlindungan) daniasuransi 

TKI (dapatIdibayar diIBNP2TKI/BP3TKI) atauIke bank.ITanpa memenuhiIpersyaratanItersebut 
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artinya adalahiKTKLN tidakiberhak untukidi berikanikepada caloniburuh migraniyang akanibekerja 

di luarinegeri.  

Tanggung jawabIdan KewajibanIPemerintah IndonesiaItelah diaturidalam BAB IIiUndang-

undangiNomor 39iTahun 2004itentang Penempatanidan PerlindunganiTenaga KerjaiIndonesia di 

LuarINegeri diaturImengenai tugas,Itanggung jawab,Idan kewajibanIpemerintah. Dalam PasalI5 

dinyatakan bahwa:  

1. Pemerintahibertugas mengatur,imembina,imelaksanakan,idan mengawasiipenyelenggaraan 

penempatanidan perlindunganiTKI diiluarinegeri.  

2. Dalamomelaksanakan tugasosebagaimana dimaksudopada ayato(1), Pemerintahodapat 

melimpahkanisebagian wewenangnyaidan/atau tugasiperbantuan kepadaipemerintahidaerah 

sesuaiidengan peraturaniperundang-undangan.  

 

Pasalo6 menyatakanIbahwa pemerintahobertanggung jawabpuntuk meningkatkanoupaya 

perlindunganpTKI dioluar negeri.IPasal 7ImenyatakanIbahwa: “dalamImelaksanakan tugasIdan 

tanggungijawab sebagaimanaidimaksud dalamiPasal 5idan Pasali6 Pemerintahiberkewajiban:  

1. MenjaminIterpenuhinyaIhak-hakIcalon TKI/TKI,Ibaik yangiberangkat melaluiipelaksana 

penempataniTKI, maupuniyang berangkatisecara mandiri;  

2. Mengawasiipelaksanaan penempatanicaloniTKI;  

3. membentukidan mengembangkanisistem informasiipenempatan caloniTKI di luarinegeri;  

4. Melakukaniupaya diplomatikiuntuk menjaminipemenuhan hakidan perlindunganiTKI secara 

optimal diinegara tujuan; dan  

5. Memberikanoperlindungan kepadaoTKI selamaomasa sebelumopemberangkatan, masa 

penempatan,idan masaipurna penempatan.  

 

Data-dataiyang diisimpan diidalam KTKLNiadalah dataidiri buruhimigran yangiberisi paling 

sedikitimengenai nama,ialamat,itempat danitanggal lahir,ijenis kelamin, identitasiahliwaris,idokumen 

perjalananIdokumen kerjaITKI, mitrausaha,IPPTKIS, asuransi danIjuga rekeningIbank. Sehingga 

KTKLNipada dasarnyaimemiliki tujuanidan fungsiiyang sangatibaik dalamimemberikanipelayanan 

dan perlindungaiterhadap TKIidi luarinegeri. Namunipada kenyataaniyang terjadiidi lapanganiadalah 

TKI mengalamiibanyak kendalaidalam pembuataniKTKLN ini.iTKI yangiingin pulangibercuti ke 

kampungihalaman pastiisangat menyusahkanipara TKI apalagiipara TKIiyang rumahnyaijauh dari 

tempatopembuatan KTKLNodan biayanyaojuga tidakosedikit.oSulitnya pembuatanoKTKLN pada 

implementasinyaimenimbulkan keresahaniterhadap caloniTKI maupuniTKI yangisedang melakukan 

cutiidi daerahiasalnya.oPembuatan KTKLNOtidak tertibPdan terdapatpberbagaipkejanggalan-

kejanggalanIyang terjadiIdi dalamnya.IKasus yangIsangat seringIterjadi dilapanganIadalah masa 

liburaniTKI yangidi pandangirelatif singkatidi Indonesiaidan harusikembali keinegara tempatnya 

bekerjaiterpakasa harusimenginap diiJakarta untukimengurus kartuitersebut setelahimendapatkan visa 

dariipemerintah negaraitujuan.  

Sementaraiitu terdapatikejanggalan lainiyang terjadiiketika melakukan medicalicheck-up.iSalah 

satuikejanggalanitersebut adalahipemeriksaan darahiterhadap ratusaniorang sudahidapat diiketahui 

hasilnyaihanya beberapaImenit setelahIpemerikasaanItersebut. Ketidak profesionalaniseperti ini 

tentunyaisangat membebaniipara TKIikita tidakihanya dariisisi waktuimelainkan dariisisi keungan 

untukomencari penginapanIdi IbuIkota Jakarta.IJika dari waktuIkeberangkatan terdapatIbanyak 

permasalahIdi bandaraImengenai KTKLNibegitu pulaisebalinya denganipara TKI kitaiyang akan 

pulangiketanah airidengan tidakimemiliki kartuitersebut. Ketidak nyamananitersebut yangidi rasakan 

olehiTKI sepertiiancaman-ancamanipidana daniperdata jugaimemberikan pengaruhiyang sangatiserius 

terhadapipsikologi TKIiyang inginikembali lagiibekerja diiluar negeri.  

Namunikabar baikitentang kendalaipembuatan iniisudah berakhiridan di ganti dengan kebijakan 

baru.IMasalah pembuatanIKTKLN memangIsudah terselesaikanIpada 5Ibulan yangilalu dengan 

hadirnyaeKTKLN. Masalah iniijuga padaiawalnya memberikanibanyak koreksiidan sambatanioleh 

TKIiyang bekerjaidi luarinegeri. Namunisetelah hadirnyaiPeraturan MentriiKetenagakerjaaniNo.7 

TahunI2015 TentangITata Cara PemberianIElektronik KartuITenaga Kerja LuarINegeriIKepada 

TenagaIKerja IndonesiaIpermasalahan iniIsudah diIanggap selesaiItanpa banyaknyaipihak yang 

mengkritisiIkebijakaniitu. KTKLNimemiliki fungsiisebagai penyimpanidata pribadiisetiap tenaga 

kerjaiIndonesia yangibekerja diiluar negeriibeserta asuransinya.iWalaupun denganiadanya Peraturan 
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MentriiKetenagakerjaaniNo.7iTahun 2015 TentangiTata Cara PemberianiElektronik KartuiTenaga 

KerjaiLuar NegeriiKepada TenagaiKerja Indonesiaiyang merupakanipenyempurnaan UUi39 Tahun 

2004inamun bukaniberarti kebijakaniKTKLN iniidapat berfungsiisecara positif sebagaimana mestinya 

diiluarinegeri.  

KenyataanIyang terjadiIadalah KTKLNIini tidakidi anggapikeberadaanya diinegara tujuan 

sehinggaitidak bisaimenjamin apapunihakhak danIfasilitias yangidi berikanikepada negaraikepada 

TKIiseperti asuransiikesehatan danijaminan lainya.iKartu iniisama sekaliitidak dapatimembantu dan 

tidakimemiliki arti apaun bagiiTKI untukIdi gunakanosebagai jaminanoidentitas diIluar negeri. 

Terlebihplagi asuransioyang berada diIdalamnya sangatosulit di lakukanopencairan jikaIterjadi 

kecelakan kerjaiterhadap pemegangikartu tersebut.iSehingga fungsiidari asuransiiyang beradaIdalam 

KTKLNidi pandangimemiliki kinerjaiyang sangatiburuk olehipara TKIikita.  

 

2. Peran PPTKIS yang gagal dalam perlindungan TKI di luar negeri  

Pelaksanaipenempatan TKIiswasta adalahibadan hukumiyang telahimemperoleh izinitertulis 

dariiPemerintah untukimenyelenggarakan pelayananipenempatan TKIidi luarinegeri. Sehinggaidalam 

haloini PPTKISosecara teknisoadalah badanIyang diolindungi secaraohukum dalamImengurusi 

penempataniTKI di luarinegeri. Denganipenjelasan ayati5 pasal satuiini maka secaraitidak langsung 

menunjukanobahwa pemerintahomemiliki keterbatasanodan tidakomampu dalamomengurusi, 

memfasilitasiidan menyelenggaraanipelayanan penempataniterhadap TKIidi luarinegeri.  

Padaiperjalanannya PPTKISiadalah lembagaiyang beradaipaling depan dalamiperekrutan dan 

banyakimelakukan pelanggarani– pelanggaran baikidari masaipenampungan hinggaipenempatanya. 

Dikuatkanooleh pasalo20 Ayato(1) UU 39 Tahuno2004 dinyatakan bahwaI”Untuk mewakili 

kepentingannya,Ipelaksana penampataniTKI swastaiwajib mempunyaiiperwakilan diinegara TKI 

ditempatkan”.iSedangkan Ayat (2)inya dikatakanibahwa “Perwakilanipelaksana penempataniTKI 

swastaIsebagaimana dimaksudipada ayat (1), harusiberbadan hukumiyang dibentukiberdasarkan 

hukumiyang dibentukiberdasarkan peraturaniperundang-undangan diinegara tujuan”.Denganibegitu 

banyaknyaiketerlibatan PPTKIS dalamipenyelenggaraanya makaiperan PPTKIS iniimenjadi lebih 

dominanidi bandingiperan pemerintahiketika bersinggunganisecara langsungidengan TKI.  

PPTKIS jugaimemiliki tanggungijawab terhadapikondisi kesehatan,ipendidikan,ipenampungan 

danihal-hal lainyaiyang menyangkutikebutuhan TKI. SelainiPPTKIS pemeritah jugaibekerjasama 

denganIagensi (mitraIPPTKIS di luarInegeri) yang beradaIdi negaraIpenempatan. Sehinggaipada 

prosesipendistribusian tenagaikerja PPTKISimengirimkan daftarianggotanya kepadaipihak agensi 

yangiberada di luarinegeri. Denganipenyerahan tersebut makaipihak agensiimemiliki tanggungijawab 

lebihiterhadap perlindunganiTKI yang bekerjaipada pihak-pihakiyang memiliki ikatanikerjasama pada 

pihakiagensi diinegara tujuanya.i 

BerdasarkanIpengertian diIatas mengenaiotugas danotanggung jawabIPPTKIS yangIharus 

melindungiIperlindungan TKIidi luarinegeri sangatlahitidak masuk logikaisecara hukum.iHukum 

tertinggiiadalah hukumiyang berlakuidi Negara penempatanisehingga pemerintahiIndonesia secara 

legaliharus tundukipada hukumiyang berlakuidi Negara tersebut.iJika pemerintahiyang berdaulatisaja 

tidak memilikiOstanding positionOdi Negara penempatanOmaka apakahOmungkinOPPTKIS 

memilikinya?.iPada dasarnyaipenempatan BMIidi luar negeriiadalah hubunganiyang mengaturiantar 

negaraisehingga sudahimenjadi halOyang semestinyaPjika pemerintahosecara langsungountuk 

mengurusiimasalah-masalahipenempatan tesebut.iJika kembaliipada penegasanipasal 1 ayati5 ketidak 

mampuaniini di terlihatidengan menunjukipihak swasta yangisebagian padaiakhirnya menimbulkan 

banyakImasalah. Pasal iniImenunjukan bahwaiUU ini memilikiiindikasi terhadapipenyimpangan 

Undang – Undang Dasariyang berbunyi “melindungiisegenap bangsaiIndonesia daniseluruh tumpah 

darahiIndonesia”.  

Pemerintahiseharusnya dapatimelindungi warganyaibaik yangiberada diidalam negeriimaupun 

yangiberada di luarinegeri. Pemerintahiseharusya dapat melindungiiburuh migraniyang beradaidi luar 

negeriidan tidak mewakilkanyaikepada pihakiswasta dalamipenempatanya maupuniperekrutanya. 

Kelemahan-kelemahanidari UU inilah yangimemberikan desakanidari banyakipihak sepertiiNGO 

(Non-Governmental Organization), mantaniTKI danipihak-pihak lainiyang merasa diirugikan kepada 

pihakipemernintah untukisegera meninjauikembali UUino.39 tahuni2004 ini yangidi pandangisudah 

usangidan menggantinyaidengan RUU yang baru.iTelah banyak lembaga-lambagainonipemerintah 

yangimengusulkan draf revisiiUU 39 tahun 2004iseperti migran care,iInfest, solidaritasiperempuan 
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dan ormasilainya kepadaipemerintah untukidi kaji. Namunipada implementasinyairancangan ini 

hanyaiberhenti sampaiipembahasan tanpaimengelurakan putusaniapapun. SehinggaIsampai dengan 

Desembero2015 UUI39 tahun 2004oini masih diIgunakan danIbelum diIgantikan. DariIsemua 

penjelasanisub bab iniibahwa implementasiiUU 39itahun 2004 belumibisa melindungiiTenaga Kerja 

Indonesiaiyang bekerjaidi luar negeri. 

Modelodiplomasi perlindunganoPemerintah Indonesiaoterhadap WNIIdi luarInegeri lebih 

diprioritaskanipada upayaiperlindungan secaraihukum, denganikata lainiketika WNI mengalamiisuatu 

permasalahaniatau kasus,ipihak pemerintahiIndonesia melakukanipendampingan daniperlindungan 

secaraihukum sebagaimanaipanduan hukumiyang dijadikaniacuan dalamiprosesnya selamaiini dan 

pemerintahoIndonesia bukanosebagai pihakoyang menerimaohukuman atasosetiap kasusoatau 

pelanggaranoyang dilakukanooleh WNI.oSaat iniopemetaan diplomasiperlindunganIpemerintah 

IndonesiaOlebih banyakOIuntuk kasus-kasusOPseperti Overstayer danOPkasus TKI 

Undocumented.(Paramitaningrum, dkk., 2018: 35-36) 

Konstitusiidi Indonesiaisendiri telahimenuangkan bahwairelasi antarainegara daniwarga negara 

sudahosangat jelasoada danoseharusnya menjadiIpijakan hukumIyang harusIdilaksanakan oleh 

pemerintahisebagai sebuahikewajiban. Secaraiumum, kewajibaninegara secaraiimplisit adaidi dalam 

PembukaaniUUD 1945iyakni padaialinea keempatiyang menegaskanibahwa Negaraiberkewajiban 

untukomelindungi segenapobangsa IndonesiaIdan seluruhItumpah darahIIndonesia,imemajukan 

kesejahteraaniumum, mencerdaskanikehidupan bangsa,idan melaksanakaniketertiban duniaiyang 

berdasarkanikemerdekaan,iperdamaian abadi,idan keadilanisosial. (Andryeni, dkk, 2015: 8) 

 

 3.2 Pandangan Islam Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Keamanan Kepada Warga 

Negaranya 

PadaPmasa sekarangpini masihpbanyak masyarakatpyang tidak mengetahuiIbagaimana 

pandanganiislam dalamImemberi jaminanPperlindungan keamananPkepada TKI.iTertulis dalam 

sebuahihadits riwayatiImam Bukhori No. 2936 menjelaskanitentang jaminaniperlindungan kaum 

musliminiyang berbunyi: 

 

ِ عَنْ أبَِيهِ قاَلَ خَطَبنَاَ عَلِي   دٌ أخَْبرََناَ وَكِيعٌ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي  ثنَِي مُحَمَّ ِ فقَاَلَ مَا عِنْدَناَ كِتاَبٌ  حَدَّ نقَْرَؤُهُ إلََِّّ كِتاَبَ اللََّّ

بِلِ وَالْمَدِينةَُ حَرَمٌ مَا بيَْنَ عَ  حِيفةَِ فقَاَلَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأسَْناَنُ الِْْ يْرٍ إِلىَ كَذاَ فمََنْ أحَْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أوَْ آوَى فيِهَا تعَاَلىَ وَمَا فيِ هَذِهِ الصَّ

 ِ ةُ الْمُسْلِمِينَ  وَالْمَلََئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ لََّ يقُْبلَُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلََّ عَدْلٌ وَمَنْ توََلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فعَلََ مُحْدِثاً فعَلَيَْهِ لعَْنةَُ اللََّّ يْهِ مِثلُْ ذلَِكَ وَذِمَّ

      َ وَاحِدَةٌ فمََنْ أخَْفرََ مُسْلِمًا فعَلَيَْهِ مِثلُْ ذلَِك

Artinya: 

“Telahibercerita kepadaikami Muhammaditelah mengabarkan kepadaikami Waki’ dariidari 

A’masyidari Ibrahimiat-Taymiy dariibapaknya berkata;”Aliimenyampaikan khathbahikepada kami, 

katanya;”Tidakiada kitabiyang kita bacaiselain KitabiAllah Ta’ala iniidan apa yangiada padaiash-

shafifahi(lembaran – lembaranihadits) ini’, yangibeliau ShallalllahuI’alaihi wasallamibersabda, 

isinya:i”Disanaidisebutkan penjelasamihukum luka lukaisekaligus masaiberlakunyaidan Madinah 

adalahitanah suci yangiwilayahnya anatra sumberiair hingga wilayahianu. Maka barangsiapaiyang 

berbuatikemungkaran (Bid’ah) yangidilarangiagama didalamnyaiatauimembantu orangiberbuad 

bid’ahimakaiorang ituiakanimendapat laknatidariiAllah, paraimalaikat daniseluruh manusiaidan 

tidakiakaniditerima darinyaiamalani’ibadahiwajib danisunnahnya” (atau taubat danitebusannya). 

Danisiapapun bidakiyangiberwala’ bukanikepadaimajikannya,imakaidia akanimendapatihukuman 

sepertiiituijuga, dan perlindunganikaumiMuslimin adalahisatu,imakaibarangsiapaimelepasiikatan 

perjanjianiidengan seorangimusimimaka orangiitu akanimendapatihukuman sepertiPitu juga” (Baqi, 

2017). 

Maksudidari hadistidiatas dalam pointiterakhir yangimenyebutkan “….. Dan siapapunibidak 

yang berwala’ bukan kepadaimajikannya, maka dia akan mendapat hukumaniseperti itu juga, dan 

perlindungan kaumiMuslimin adalah satu, maka barangsiapaimelepas ikataniperjanjian dengan 

seorangimusim maka orang itu akan mendapatihukuman seperti itu juga”. Menjelaskan bahwasannya 

ketikapseorang pekerjaLyang tidaklberwala’ (mencintaiiorang-orang beriman karenaikeimanan 

mereka,idalam bentuk membela,imenolong dan memberikaninasihat) kepada atasaniatau majikannya 

maka diaakanimendapatkan hukuman yang serupa atau setimpalIdari perbuatannyaitersebut, dan 

perlindunganikaum muslimi(TKI Muslim) dilakukanidengan caraimembuat ikataniperjanjian yang 
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didalamnya terdapatihak-hak danijaminan perlindungan dariiatasan atauimajikannyaikepada TKI agar 

paraiTKI bisaimendapatkan jaminan keamananiselama dia bekerjaidi negeriitersebut. 

Menurut al-Qaradhawi,iketika non-Muslimiberada di bawahinaungan negaraiMuslim, mereka 

sudahidipastikan mendapatkanijaminan keamananidari ganguanimanapun,ibahkanidari gangguan 

orangiIslam sendiri.iSecara khususibanyak hadis Nabiidan perkataanipara sahabatiyang menyatakan 

bahwaikeamanan merekaisudah dijaminioleh Allahidan rasulnya (Zaini, 2017). 

Sikapipenghormatan danijaminan keamananidari hukumiislam kepadaiTKI yang Non-Muslim 

jugaidi refleksikan oleh nabiiMuhammad Shallahu’alaihi wasallamimelalui salahsatu haditsnyaiyang 

berbunyi: 

  

أخََذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغيَْرِ طِيْبِ نفَْسٍ، فأَنَاَ حَجِيْجُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ألَََ مَنْ ظَلمََ مُعاَهَداً، أوَِ انْتقَصََهُ، أوَْ كَلَّفهَُ فوَْقَ طَاقتَِهِ، أوَْ   

Artinya: “Ingatlah, siapa yang sewenang-wenang terhadap orang yang terikat perjanjian, 

merendahkannya,imembebaninya di atasikemampuannya atau mengambilisesuatu darinyaitanpa 

kerelaan darinyai(merampas), maka aku adalahilawan bertikainya padaiHari Kiamat.” (HR Abu 

Dawud).(As-shayuthi, 1999) 

 

Umar ibnu al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah sering bertanya kepada orang yang 

dating dari daerah-daerah tentang keadaan ahl dzimmah karena khawatir ada di antara kaum Muslimin 

yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Orang-orang itupuniberkata, “Tidak ada sesuatu 

yangikami ketahui kecualiipelaksanaan perjanjianidenganisebaik-baiknya. Ali biniAbi ThalibiR.A 

pernahiberkata: “ahl dzimmah membayarijizyah agar harta merekaisama seperti hartaikita daninyawa 

merekaiseperti nyawaikita (yakni memperolehijaminan penuh) (Al-Mughni). 

Dariikumpulan hadisidan perhatianipara sahabatiterhadap ahlidzimmah, Paraifuqahai(ahli-ahli 

fikih)idariiseluruhimazhab menegaskanibahwaikaum Musliminiwajib mencegah kezalimaniapapun 

yangimenimpa ahl dzimmahIserta memelihara keselamatanImereka. BahkanIIbnu Abidinidalam 

bukunyaiHasyiya menyatakan,ibahwa berbuat zalim3kepada ahl dzimmahilebih besar dosanyaidari 

padaiberbuat zalim kepada sesamaimuslim (Al-Qaradhawi, 1993). Hal ituimengingat bahwaiseorang 

dzimmiodalam Negara Islamobiasanya lebih lemahokedudukannya,osedangkan kezaliman yang 

dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah lebih besar dosanya.(Satibi, 

2019) 

AmatobanyakIayat – ayat danohadits yang secara umumImengharamkan kezalimanIdan 

mencelanya denganIkeras serta mengingatkan akanIakibatnya yang sangatiburuk diakhiratimaupun di 

dunia. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman: 

 

مْتُ عَنْ أبَىِ ذرٍٍَّ الغِفاَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيٍِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَفِيْمَا يرَْوِيْهِ عَنْ رَبٍِّهِ  الظُّلْمَ  عَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ قاَلَ: ياَ عِباَدِى إنٍِِّى حَرَّ

مًا فلَاَ تظََالمَُوا  عَلىَ نفَْسِى وَجَعلَْتهُُ بيَْنكَُمْ مُحَرَّ

 

Artinya: “Dari Abu Dzar al-Ghifari Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam2meriwayatkanoFirmanoAllahoAzza wapjalla, WahaiOhamba-Ku! SesungguhnyaKAku 

mengharamkan kezhalimaniatas diri-Ku daniAku menjadikan haramnya diantaraikalian. Maka, 

janganlah kalian salingimenzhalimi” (Muslim, 2000). 
 

Dariihadits qudsi tersebutibisa dipastikanibahwaiIslam adalah agama yang anti kezaliman. 

Selain hadits tersebuti sangat banyak ayat– ayat Al-Qurandhadits Nabi yang mengharamkan 

kezaliman, dan memberikan ancaman yang keras terhadap pelakunya. Sehingga ditarik kesimpulan 

bahwa ajaran manapun yang mengatasnamakan islam namun masih terdapat rasa ketidakadilan dan 

kezaliman, maka ajaran tersebut diyakini bukan bersumberi dari Islam. 

Berbagai macamikezaliman yang didapatioleh paraiTKI diluar negeriimenyebabkan mereka 

merasa kurangnyaiperlindungan dari negaraiasalnya, bahkan ada yang sampaiiberujung kematian dari 

perbuatanikezaliman tersebut.iDalam Al-Quran disebutkanibahwa orang yang membunuhiorang yang 

tidak bersalahisama artinya denganimembunuh seluruh umatimanusia sebagaimanaiyang ditegaskan 

didalam QS. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi: 

 

ا بِغيَْرِ نفَْسٍ أوَْ  ءِيلَ أنََّهُۥ مَن قتَلََ نفَْسًًۢ ٓ لِكَ كَتبَْناَ عَلىََٰ بنَىِٓ إِسْرََٰ فسََادٍ فىِ ٱلْْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهَا فكََأنََّمَآ أحَْياَ  مِنْ أجَْلِ ذََٰ

لِكَ فىِ ٱلْْرَْضِ  نْهُم بعَْدَ ذََٰ تِ ثمَُّ إِنَّ كَثيِرًا مٍِّ   لمَُسْرِفوُنَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ۚ وَلقَدَْ جَاءَٓتْهُمْ رُسُلنُاَ بِٱلْبيٍَِّنََٰ
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Artinya: “Olehikarena itu kamiitetapkan (suatu hukum) bagiiBani Israil, bahwa:iBarang siapa 

yang membunuh seorangimanusia, bukan karena orangiitu (membunuh) orang lain, atauibukan 

karenaimembuat kerusakanidimukaibumi, Maka seakanO– akan Dia telahkmembunuh manusia 

seluruhnya. iDan Barangsiapa yang memelihara kehidupanoseorang manusia,Imaka seolah – olah 

Diaitelahpmemelihara kehidupanImanusiaIsemuanya. Dan SesungguhnyaItelah datang kepada 

mereka Rasuli– rasul kami dengani(membawa)Iketerangan – keterangan yang jelas,ikemudian 

banyakidiantara mereka sesudahiitu. Sungguh – sungguh melampauiibatas dalam berbuatikerusakan 

dimuka bumi”.(Kementrian Agama, 2018) 
 

Setiapiorang dalamihidupnya pasti tidakiingin tertimpa bahayaiatau kesusahan. Pembawaan 

alamiah iniimembuat kebanyakan manusiaiselalu berpikir pragmatis danipraktis ia selaluiberupaya 

merengkuhikebahagiaan sepuas-puasnya dan berusahaimenghindari bahayaisejauh-jauhnya. Upaya 

yang demikianiadalah perwujudanisifat manusiawiisetiap orang. DaniIslam tidak menampikirealitas 

semacamPini, melainkanomengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukumoyang apresiatifodan 

akomodatif.Hal iniibukan hanya sebuah ungkapaniklise belaka. Sebagaiibukti adalah maknaiyang 

terangkup dalamikonsep kaidah ini,iyang secara eksplisit memotivasiikita untuk membuangijauh-jauh 

semuaobahaya (dlarar dalam segalaibentuknya), baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. 

Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun di 

akhirat, harus disingkirkan sedapat mungkin. 

Apabila menelusuri rumusan tindakipidana danisanksi pidana yangitercantum dalam KUHP 

Indonesia,i hampir seluruhnyaimencerminkan takzir jikaiditinjau dari sanksiipidananya, terlepasidari 

persoalan kecocokanidari korelasi antarairumusan tindak pidana denganisanksi pidana menurut 

hukum pidana islam. 

Pasal-pasal dalamiKUHP yang merupakanitindak pidana kisasitetapi sanksi pidananyaitakzir 

adalah sebagaiiberikut :(Hadi & Fiqh, 1996) 

a. Kejahatan yangimendatangkan keamanan umumibagi manusia pada tindak 

pidanaipembunuhan yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2), 188, 194 ayat (2), 195 ayat (2), 

203 ayat (2), 204 ayat 2, 205 ayat 2 KUHP. 

b. Kejahatanitentang jiwa orang lainipada tindak pidanaopembunuhan yang terdapatodalam 

pasal 338,339, 341, 342, 344, 346, 347,348, 349 KUHP. 

c. Tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351-356 dan 358 KUHP. 

d. Mengakibatkan kematian atau karena salahnya pada tindak pidana pembunuhan yang 

terdapat dalam pasal 359, 360, 361 KUHP. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat 

dirumuskan yaitu: 

1. Hukumimerupakan salahisatu saranaiuntuk memberikan perlindunganikepada semuaipihak, 

tidakiterkecuali paraiTKI yang berada diluarinegeri karena fungsiihukum itu sendiriisejatinya 

untukImelindungi. PerlindunganIhukum bagi paraITKI bisa terlealisasiidengan cukup baik 

jika sajaopengimplementasian UU Nomor 39otahun 2004 mengenaiopengurusnya atau 

penggunaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) diharapkan dapat berguna dengan 

baik diILuar Negeri untuk menjagaidan dapat bermanfaatIbagi generasi sekarangidan yang 

akanidatang. 

2. Peran badan hukumIPelaksanaan PenempatanoTenaga Kerja Indonesia Swastao(PPTKIS) 

sangatlahopenting bagi perlindunganIpara TKIodiluar negeri dikarenakanobadan hukum 

tersebutiyang telah memperolehPizin tertulis dari Pemerintahountuk menyelenggarakan 

pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Sehingga dalam hal ini PPTKIS secara teknis 

adalahIbadan yang diIlindungi secara hukumIdalam mengurusi penempatan TKIidi luar 

negeri. Namun dikarenakan dalam pemberianiperlindungan TKI tersebutidiserahkan kepihak 

badanihukum swasta,iperlindungan tersebut tidak terealisasikanidengan baik. Pemerintah 

seharusyaidapat melindungi buruhimigran atau TKI yang beradaidi luar negeriidengan tidak 

mewakilkanyaIkepada pihak swastaIdalam penempatanyaumaupun perekrutanya. 
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3. Dalam hukumoislam sendiri memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat asing 

maupun lokal yang sudah melakukan perjanjian maupun kesepakatan merupakan suatu hal 

yang wajib dilindungi, hal tersebut dijelaskan pada Hadits Riwayat Abu Dawud diatas dan 

juga disebutkan dalam hadits qudsi yaitu Hadist Al-Arbain An-Nawawiyah Hadits ke-24 

bahwasannya haram hukumnya dalam hal melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. 

 

4.2 Saran  

1. Perluoadanya pengkajianIulang terhadap UUINo. 39 Tahun 2004 dikarenakanIkurangnya 

perlindungan hukumIyang kuat bagiipara TKI yangiberada diluar negeri danibelum dapat di 

implementasikanIsecara keseluruhan sehinggaomasih ada paraoTKI yang mendapatkan 

perlakuanIburuk dari tempatImereka bekerja. 

2. Penegakan hukumitindak pidana terhadap pelakuikejahatan yang dilakukanikepada TKI yang 

dilindungiiharus dilakukan lebihioptimal dan terarah yang tidakihanya penegakan dalam 

landasan teoriPyaitu pembuatan sejumlah peraturanPperundang-undangan, tetapiojuga 

penegakan yangpdiwujudkan dalam praktekpsebagai salah satuIupaya nyataIkeseriusan 

pemerintah dalam halimemberikan jaminan keamanan,imencegah dan menghilangkanitindak 

pidana tersebut. 
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